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ABSTRAK 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk 
mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum 
di bidang perindustrian mengenai Standar 
Nasional Indonesia (SNI) dan bagaimanakah 
pemberlakuan sanksi pidana akibat tidak 
memenuhi standar nasional Indonesia (SNI) 
menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Perindustrian. Dengan menggunakan 
metode penelitian yuridis normatif, 
disimpulkan: 1. Pengaturan standarisasi industri 
menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 
Tentang Perindustrian, memberlakukan 
larangan bagi setiap orang membubuhkan 
tanda SNI atau tanda kesesuaian pada barang 
dan/atau Jasa Industri atau memproduksi, 
mengimpor, dan/atau mengedarkan barang 
dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi 
ketentuan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau 
pedoman tata cara; yang diberlakukan secara 
wajib. Setiap barang dan/atau Jasa Industri 
yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, 
dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan 
secara wajib, pelaku usaha atau pemilik barang 
dan/atau Jasa Industri wajib menarik barang 
dan/atau menghentikan kegiatan Jasa Industri. 
2.  Pemberlakuan sanksi pidana akibat tidak 
memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 
menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 
Tentang Perindustrian diterapkan apabila setiap 
orang yang dengan sengaja atau karena 
kelalaian memproduksi, mengimpor, dan/atau 
mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri 
yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi teknis, 
dan/atau pedoman tata cara yang diberlakukan 
secara wajib di bidang Industri. Sanksi pidana 
yang diberlakukan yaitu pidana penjara dan 
pidana denda. 
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  

Pemberlakuan sanksi pidana akibat tidak 
memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 
menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 
Tentang Perindustrian, merupakan bagian dari 
upaya penegakan hukum di bidang hukum 
pidana. Hak ini dimaksudkan untuk mencegah 
pihak-pihak yang melakukan kegiatan di bidang 
perindustrian melakukan pelanggaran atas 
ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan 
bagi pihak-pihak yang telah melakukan 
perbuatan-perbuatan tertentu yang telah 
memenuhi unsur-unsur tindak pidana di bidang 
perindustrian pemberlakuan sanksi pidana 
bertujuan untuk memberikan efek jera agar 
tidak melakukan lagi perbuatan yang sama. 

Tindak pidana di bidang perindustrian 
merupakan tindak pidana khusus yang diatur 
dalam peraturan perundang-undangan di luar 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Tindak pidana perindustrian dapat 
menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen, 
seperti tidak terpenuhinya SNI spesifikasi 
teknis, dan/atau pedoman tata cara secara 
yang wajib industri dalam memproduksi, 
mengimpor, dan/atau mengedarkan barang 
dan/atau Jasa Industri sehinggan tidak 
menjamin keamanan, kesehatan, dan 
keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan, 
oleh karena itu tindak pidana di bidang 
perindustrian berrkaitan dengan tindak pidana 
yang merugikan konsumen. 

Hukum tindak pidana khusus ini diatur 
dalam undang-undang di luar hukum pidana 
umum. Penyimpangan ketentuan hukum 
pidana yang terdapat dalam undang-undang 
pidana merupakan indikator apakah undang-
undang pidana itu hukum tindak pidana khusus 
ataukah bukan, sehingga dapat dikatakan 
hukum tindak pidana khusus adalah undang-
undang pidana atau hukum pidana yang diatur 
dalam undang-undang pidana tersendiri.3  

Tindak pidana khusus ini diatur dalam 
undang-undang di luar hukum pidana umum. 
Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang 
terdapat dalam undang-undang pidana 
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merupakan indikator apakah undang-undang 
pidana itu hukum tindak pidana khusus ataukah 
bukan, sehingga dapat dikatakan hukum tindak 
pidana khusus adalah undang-undang pidana 
atau hukum pidana yang diatur dalam undang-
undang pidana tersendiri.4 

Sesuai dengan uraian dalam latar belakang 
penulisan, maka pembahasan materi dalam 
penulisan ini diarahkan pada Pemberlakuan 
sanksi pidana akibat tidak memenuhi Standar 
Nasional Indonesia (SNI) menurut Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang 
Perindustrian. 

 
B. RUMUSAN MASALAH 
1.  Bagaimanakah pengaturan hukum di 

bidang perindustrian mengenai Standar 
Nasional Indonesia (SNI) ? 

2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana 
akibat tidak memenuhi standar nasional 
Indonesia (SNI) menurut Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian? 

 
C. METODE PENELITIAN 

Penelitian hukum yang dilakukan dengan 
cara meneliti bahan pustaka atau data 
sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian 
hukum normatif atau penelitian hukum 
kepustakaan (di samping adanya penelitian 
hukum sosiologis atau empiris yang terutama 
meneliti data primer).5 
  
PEMBAHASAN 
A. Pengaturan Hukum Standarisasi Industri  

Sesuai dengan Pasal 1 dan 2 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang 
Perindustrian, maka ada beberapa unsur 
penting yang perlu diketahui berkaitan dengan 
industri yaitu:  
1. Adanya kegiatan ekonomi yang 

berhubungan dengan perindustrian; 
2. Adanya pengolahan bahan baku dengan 

memanfaatkan sumber daya industri;  
3. Adanya produksi barang yang dihasilkan dan 

mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih 
tinggi, termasuk jasa industri. 
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Apabila korporasi dengan sengaja atau 
karena kelalaian memproduksi, mengimpor, 
dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa 
Industri yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi 
teknis, dan/atau pedoman tata cara yang 
diberlakukan secara wajib di bidang Industri, 
maka yang dapat dirugikan ialah pihak 
konsumen sebagai pemakai barang dan/atau 
jasa. 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Perindustrian, Standardisasi Industri, 
Pasal 50 ayat: 
(1)  Menteri melakukan perencanaan, 

pembinaan, pengembangan, dan 
pengawasan Standardisasi Industri.  

(2)  Standardisasi Industri diselenggarakan 
dalam wujud SNI, spesifikasi teknis, 
dan/atau pedoman tata cara. 

(3) SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman 
tata cara berlaku di seluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

Pasal 51 ayat: 
(1)  Penerapan SNI oleh Perusahaan Industri 

bersifat sukarela.  
(2)  Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang telah menerapkan SNI 
dapat membubuhkan tanda SNI pada 
barang dan/atau Jasa Industri.  

(3)  Terhadap barang dan/atau Jasa Industri 
yang telah dibubuhi tanda SNI sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Perusahaan 
Industri harus tetap memenuhi persyaratan 
SNI. 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Perindustrian, Standardisasi Industri, 
Pasal 52 ayat: 
(1)  Menteri dapat menetapkan pemberlakuan 

SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman 
tata cara secara wajib.  

(2) Penetapan pemberlakuan SNI, spesifikasi 
teknis, dan/atau pedoman tata cara secara 
wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan untuk:  
a. keamanan, kesehatan, dan 

keselamatan manusia, hewan, dan 
tumbuhan;  

b. pelestarian fungsi lingkungan hidup;  
c. persaingan usaha yang sehat;  
d. peningkatan daya saing; dan/atau  
e. peningkatan efisiensi dan kinerja 

Industri.  
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(3) Pemberlakuan SNI secara wajib 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan terhadap barang dan/atau Jasa 
Industri berdasarkan SNI yang telah 
ditetapkan.  

(4)  Pemberlakuan spesifikasi teknis secara 
wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan terhadap barang dan/atau Jasa 
Industri berdasarkan sebagian parameter 
SNI yang telah ditetapkan dan/atau standar 
internasional.  

(5)  Pemberlakuan pedoman tata cara secara 
wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan terhadap barang dan/atau Jasa 
Industri berdasarkan tata cara produksi 
yang baik. 

(6)  Setiap barang dan/atau Jasa Industri yang 
telah memenuhi:  
a. SNI yang diberlakukan secara wajib, 

wajib dibubuhi tanda SNI;  
b. SNI dan spesifikasi teknis dan/atau 

pedoman tata cara yang diberlakukan 
secara wajib, wajib dibubuhi tanda 
kesesuaian; atau  

c. spesifikasi teknis dan/atau pedoman 
tata cara yang diberlakukan secara 
wajib, wajib dibubuhi tanda kesesuaian. 

 Pasal 53 ayat: 
(1)  Setiap Orang dilarang:  

a.  membubuhkan tanda SNI atau tanda 
kesesuaian pada barang dan/atau Jasa 
Industri yang tidak memenuhi ketentuan 
SNI, spesifikasi teknis, dan/atau 
pedoman tata cara; atau  

b.  memproduksi, mengimpor, dan/atau 
mengedarkan barang dan/atau Jasa 
Industri yang tidak memenuhi SNI, 
spesifikasi teknis, dan/atau pedoman 
tata cara yang diberlakukan secara 
wajib.  

(2) Menteri dapat menetapkan pengecualian 
atas SNI, spesifikasi teknis, dan/atau 
pedoman tata cara yang diberlakukan 
secara wajib sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b untuk impor barang 
tertentu. 

Kondisi yang demikian pada satu pihak 
mempunyai manfaat bagi konsumen karena 
kebutuhan konsumen akan barang dan/atau 
jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta 
semakin terbuka lebar kebebasan untuk 
memilih aneka jenis dan kualitas barang 

dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan 
kemampuan konsumen. Di sisi lain, kondisi dan 
fenomena tersebut di atas dapat 
mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan 
konsumen menjadi tidak seimbang dan 
konsumen berada pada posisi yang lemah. 
Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk 
meraup keuntungan yang sebesar-besarnya 
oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara 
penjualan, serta penerapan perjanjian standar 
yang merugikan konsumen.6 
  
B. Pemberlakuan Sanksi Pidana Akibat Tidak 

Memenuhi Standar Nasional Indonesia 
(SNI)  
Pemberlakuan sanksi pidana akibat tidak 

memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 
menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 
Tentang Perindustrian, merupakan upaya 
penegakan hukum untuk melindungi konsumen 
dari perbuatan-perbuatan dalam bentuk 
kesengajaan dan kelalaian yang dilakukan oleh 
pihak-pihak teretentu sebagai pelaku usaha di 
bidang perindustrian yang tidak melaksanakan  
kewajiban untuk menyelenggarakan 
standarisasi industri dalam wujud SNI, 
spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara 
yang diwajibkan pada Industri.  

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Perindustrian, Standardisasi Industri, 
Pasal 120 ayat: 
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja 

memproduksi, mengimpor, dan/atau 
mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri 
yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi 
teknis, dan/atau pedoman tata cara yang 
diberlakukan secara wajib di bidang Industri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 
(1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan pidana 
denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 
(tiga miliar rupiah).  

(2)  Setiap Orang yang karena kelalaiannya 
memproduksi, mengimpor, dan/atau 
mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri 
yang tidak memenuhi SNI, spesifikasi 
teknis, dan/atau pedoman tata cara yang 
diberlakukan secara wajib di bidang Industri 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 
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(1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana 
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 
(satu miliar rupiah). 

Bilamana suatu perbuatan dapat disebut 
sebagai suatu tindak pidana, maka perbuatan 
tersebut harus memenuhi 5 (lima) unsur, 
sebagai berikut: 
1. Harus ada suatu kelakuan (gedraging); 
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian 

undang-undang (wetterlijkeomshrijving); 
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak 

(melawan hukum); 
4. Kelakuan itu dapat diberatkan 

(dipertanggungjawabkan) kepada pelaku; 
5. Kelakuan itu diancam dengan pidana.7 

Perbuatan pidana semata menunjuk pada 
perbuatan baik secara aktif maupun secara 
pasif, sedangkan apakah pelaku ketika 
melakukan perbuatan pidana patut dicela atau 
memiliki kesalahan, bukan merupakan wilayah 
perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada 
pertanggungjawaban pidana.8  

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 
tentang Perindustrian, Standardisasi Industri 
Pasal 121. Dalam hal tindak pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 
dilakukan oleh Korporasi, tuntutan dan 
penjatuhan pidana dikenakan terhadap 
Korporasi dan/atau pengurusnya. 

Korporasi juga disebut dalam bidang hukum 
perdata sebagai badan hukum (rechtpersoon). 
Secara etimologis, kata korporasi berasal dari 
kata “corporatio” dalam bahasa Latin. Seperti 
kata-kata lainnya berakhiran dengan “tio”, 
maka korporasi sebagai kata benda 
(substantium), berasal dari kata kerja 
“corporare” yang banyak dipakai orang pada 
abad pertengahan sesudah itu.  “corporare” itu 
sendiri berasal dari kata “corpus” yang berarti 
memberikan badan atau membadankan. 
Dengan demikian, “corporatio” adalah hasil dari 
pekerjaan yang membadankan atau dengan 
kata lain, badan yang dijadikan orang, badan 
yang diperoleh dengan perbuatan manusia 
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sebagai lawan terhadap badan manusia yang 
terjadi menurut alam.9  

Pada awalnya korporasi atau biasa disebut 
sebagai perseroan perdata hanya dikenal dalam 
hukum perdata. Dalam Pasal 1654 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata, disebutkan 
bahwa korporasi definisikan sebagai: 
“perseroan perdata adalah suatu persetujuan 
antara dua orang atau lebih, yang berjanji 
untuk   memasukkan sesuatu ke dalam 
perseroan, itu dengan maksud supaya 
keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu 
dibagi di antara mereka.10  

Berbicara mengenai badan hukum, 
sebenarnya bermula sekedar dalam konsep 
hukum perdata sebagai kebutuhan untuk 
menjalankan kegiatan yang diharapkan lebih 
berhasil. Keberadaan korporasi sebagi suatu 
badan hukum, bukan muncul dengan begitu 
saja. Maksudnya, munculnya suatu korporasi 
sebagai badan hukum bukan ada dengan 
sendirinya, melainkan didirikan oleh pendiri-
pendiri yang menurut ilmu hukum perdata 
memiliki kewenangan untuk mendirikan 
korporasi.11 

Pengertian badan hukum itu sendiri, 
sebenarnya terjadi sebagai akibat dari 
perkembangan masyarakat menuju 
modernisasi. Dahulu di alam yang masih 
primitif ataupun di dalam kehidupan yang 
masih sederhana kegiatan-kegiatan usaha 
dijalankan secara perorangan. 
Perkembangannya tumbuh kebutuhan untuk 
menjalankan usaha secara bekerja sama 
dengan beberapa orang yang mungkin atas 
dasar pertimbangan agar dapat menghimpun 
modal yang lebih berhasil daripada 
dilaksanakan sendiri. Beranjak dari itu 
kemudian timbul keinginan untuk membuat 
suatu wadah seperti badan hukum agar 
kepentingan-kepentingan masing-masing lebih 
mudah dijalankan dan untuk membagi risiko 
yang mungkin timbul dari bentuk kerjasama 
yang dijalankan.12 
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Korporasi merupakan istilah yang biasa 
digunakan oleh para ahli hukum pidana dan 
kriminologi untuk menyebut apa yang dalam 
bidang hukum lain khususnya, hukum perdata, 
sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa 
Inggris disebut legal atau corporation. Arti 
badan hukum atau korporasi bisa diketahui atas 
pertanyaan apakah subjek hukum itu? 
Pengertian subjek hukum pada pokoknya 
adalah manusia dan segala sesuatu yang 
berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat 
yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak 
dan kewajiban. Pengertian inilah yang 
dinamakan badan hukum.13 

Dengan demikian dapat kita simpulkan 
bahwa korporasi juga termasuk badan hukum 
(rechtpersoon) yaitu dengan menunjuk pada 
adanya suatu badan yang diberi status sebagai 
subjek hukum, disamping subjek hukum yang 
berwujud manusia alamiah (natuurlijk persoon). 
Selanjutnya korporasi mulai memasuki lingkup 
hukum pidana sebagai subjek hukum sejak 
munculnya fenomena-fenomena kejahatan 
korporasi.14   

Kejahatan korporasi merupakan ancaman 
yang siginifikan terhadap kesejahteraan 
masyarakat meningkat kehadiran dari 
perusahaan meresap dalam berbagai kegiatan 
di masyarakat kita, dan dampak dari tindakan 
mereka pada kelompok yang lebih luas yang 
dipengaruhi  oleh tindakan individu, potensi 
bahaya ekonomi dan fisik yang disebabkan oleh 
korporasi besar.15  

Melihat fenomena inilah, muncul tuntutan 
akan pertanggungjawaban korporasi (corporate 
liability) di bidang hukum pidana. Kejahatan 
korporasi bukan tidak dikenal oleh ahli hukum 
Indonesia. Menurut Mardjono Reksodiputro, 
ada dua hal yang harus diperhatikan dalam 
menentukan tindak pidana korporasi, yaitu 
sebagai berikut: 
1. Perbuatan pengurus (atau orang lain) yang 

harus dikonstruksikan sebagai perbuatan 
korporasi dan kedua tentang kesalahan pada 
korporasi. Menurutnya hal yang pertama 
untuk dikonstruksikan perbuatan pengurus 
adalah juga perbuatan korporasi sehingga 
digunakanlah asas identifikasi. Dengan asas 
tersebut, perbuatan pengurus atau pegawai 
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suatu korporasi, diidentifikasikan 
(dipersamakan) dengan perbuatan korporasi 
untuk sendiri; 

2. Selama ini, dalam ilmu hukum pidana 
gambaran tentang pelaku tindak pidana 
sering dikaitkan dengan perbuatan yang 
secara fisik dilakukan oleh pembuat (fysieke 
dader) tetapi hal ini dapat diatasi dengan 
ajaran “pelaku fungsional” (functionele 
dader). Setelah kita dapat membuktikan 
bahwa perbuatan pengurus atau pegawai 
korporasi itu dalam lalu lintas masyarakat 
berlaku sebagai perbuatan korporasi yang 
bersangkutan, kesalahan (dolus atau culpa) 
mereka harus dianggap sebagai kesalahan 
korporasi.16 
Hukum pidana Indonesia pada awalnya tidak 

mengatur korporasi sebagai subjek hukum. 
Prinsip pertanggungjawaban korporasi 
(corporate liability) tidak diatur dalam hukum 
pidana umum (KUHP) akan tetapi, seiring 
dengan kesadaran yang semakin sering 
terjadinya kejahatan ekonomi yang dilakukan 
oleh atau atas nama korporasi, muncul 
tuntutan agar korporasi dapat muncul sebagai 
subjek hukum pidana, terutama dalam konteks 
sebagai subjek hukum yang mengatur 
kejahatan ekonomi. Tuntutan ini muncul karena 
anggapan bahwa kejahatan korporasi sering 
merugikan dan mengancam sendi-sendi 
perekonomian masyarakat. Korporasi dianggap 
harus dapat dipertanggungjawabkan 
perbuatannya secara pidana.17 

Penegakan hukum (pidana) meliputi tiga 
tahap. Tahap pertama, tahap formulasi yakni 
tahap penegakan hukum in abtracto oleh 
badan pembuat undang-undang (tahap 
legislatif). Tahap kedua, tahap aplikasi yakni 
tahap penerapan hukum pidana oleh para 
aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, 
kejaksaan sampai pengadilan (tahap yudikatif). 
Tahap ketiga, tahap eksekusi, yakni tahap 
pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh 
aparat-aparat pelaksana pidana (tahap 
eksekutif atau administrasi).18 

Delik kejahatan dan delik pelanggaran 
dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP 
Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini, 
akan tetapi pembentuk undang-undang tidak 

                                                           
16

 Ibid, hal. 90. 
17

 Ibid. 
18

Aziz Syamsuddin, Op.Cit, hal.2-3. 
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menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud 
dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, 
juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-
syarat yang membedakan antara delik 
kejahatan dan delik pelanggaran. KUHP hanya 
mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang 
terdapat dalam Buku II (Kedua) sebagai delik 
kejahatan dan dan Buku III (Ketiga) sebagai 
delik pelanggaran.19 

 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
1. Pengaturan standarisasi industri menurut 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 
Tentang Perindustrian, memberlakukan 
larangan bagi setiap orang membubuhkan 
tanda SNI atau tanda kesesuaian pada 
barang dan/atau Jasa Industri atau 
memproduksi, mengimpor, dan/atau 
mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri 
yang tidak memenuhi ketentuan SNI, 
spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata 
cara; yang diberlakukan secara wajib. Setiap 
barang dan/atau Jasa Industri yang tidak 
memenuhi SNI, spesifikasi teknis, dan/atau 
pedoman tata cara yang diberlakukan secara 
wajib, pelaku usaha atau pemilik barang 
dan/atau Jasa Industri wajib menarik barang 
dan/atau menghentikan kegiatan Jasa 
Industri.  

2. Pemberlakuan sanksi pidana akibat tidak 
memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 
menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2014 Tentang Perindustrian diterapkan 
apabila setiap orang yang dengan sengaja 
atau karena kelalaian memproduksi, 
mengimpor, dan/atau mengedarkan barang 
dan/atau Jasa Industri yang tidak memenuhi 
SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman 
tata cara yang diberlakukan secara wajib di 
bidang Industri. Sanksi pidana yang 
diberlakukan yaitu pidana penjara dan 
pidana denda. 

 
B. SARAN 
1. Pelaksanaan pengaturan standarisasi industri 

menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2014 Tentang Perindustrian memerlukan 
pengawasan dan pengendalian terhadap 
kegiatan usaha Industri. Pengawasan dan 

                                                           
 

19
 Roni Wiyanto, Op.Cit, hal. 169. 

pengendalian dilakukan untuk mengetahui 
pemenuhan dan kepatuhan terhadap 
peraturan di bidang perindustrian yang 
dilaksanakan oleh perusahaan Industri 
khususnya mengenai pemenuhan 
Standarisasi Nasional Indonesia (SNI). 

2. Pemberlakuan sanksi pidana akibat tidak 
memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 
menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 
2014 Tentang Perindustrian, perlu 
diterapkan dengan tegas sesuai ketentuan-
ketentuan hukum yang berlaku apabila 
terbukti secara sah telah terpenuhi adanya 
unsur kesengajaan dan kelalaian untuk tidak 
memenuhi Standarisasi Nasional Indonesia 
(SNI). Sanksi pidana yang diberlakukan untuk 
menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan 
mencegah pihak lain untuk meniru 
perbuatan yang sama. 
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